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ABSTRAK 

Hendri Wijaya, Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan 
Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Di Kpp Ilir 
Timur 1 Palembang (Dibawah Bimbingan Ibu Metti Zuliyana S.E., M.Si., 
Ak.CA, CSRS dan bapak Dimas Pratama Putra, S.E,AK.,M.Si) 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Digitalisasi 

Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP Ilir Timur. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode 

Analisis Kuantitatif dan SEM (Structural Equation Modeling) melalui 

perhitungan data numerik yang berasal dari penyebaran kuisioner dengan 

mengumpulkan data dari KPP Ilir Timur.  

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Random 

Sampling yaitu menggunakan Kuisioner dan dihasilkan sampel sebanyak 107 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengujian hipotesis menggunakan program Smartpls 

3.0.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, 

pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan 

Uji Model yang dihasilkan memiliki kelayakan terhadap model yaitu SRMR 

0,077 kurang dari 0,10, Adapun digitalisasi perpajakan dapat mempermudah dan 

mengefisiensikan waktu dan pengetahuan perpajakan menambah pemahaman 

serta Kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari pengetahuan 

perpajakan guna untuk menambah pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi dan 

tanggung jawab terhadap pembayaran dan pelaporannya. Hal ini juga mendorong 

untuk mengerti dan sadar pada wajib pajak. hasil uji hipotesis secara parsial 
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menjelaskan nilai signifikan yang dihasilkan untuk digitalisasi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,002 dan t hitung 3,093. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai signifikansi digitalisasi perpajakan kurang dari 0,05 dan t 

hitung lebih dari 1,98, maka digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sementara itu pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak sebesar 0,020 dan t hitung 2,340. Dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi digitalisasi perpajakan kurang dari 0,05 dan t hitung lebih dari 1,98, 

maka pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,003 dan t hitung 

2,989. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi digitalisasi perpajakan kurang 

dari 0,05 dan t hitung lebih dari 1,98, maka sosialisasi perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi penelitian selajutnya, diharapkan dapat 

meneliti faktor – faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena 

terdapat faktor – faktor lain yang dapat menjadi temuan pada kepatuhan wajib 

seperti pajak administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, dan 

pemeriksaan pajak.  

 

Kata Kunci : Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi  

  Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak. 
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ABSTRACT 

Hendri Wijaya, The Influence of Tax Digitalization, Tax Knowledge and Tax 

Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Ilir Timur 1 Palembang (Under the 

Guidance of Mrs. Metti Zuliyana S.E., M.Si., Ak.CA, CSRS and Mr. Dimas 

Pratama Putra, S.E,AK.,M.Si) 
 
 This study aims to determine the extent of the influence of Tax 

Digitalization, Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at 

KPP Ilir Timur. The research method used is the Quantitative Analysis method 

and SEM (Structural Equation Modeling) through the calculation of numerical 

data derived from the distribution of questionnaires by collecting data from KPP 

Ilir Timur. 

 Sampling in this study used the Random Sampling method, namely using a 

Questionnaire and produced a sample of 107 Individual Taxpayers. Hypothesis 

testing using the Smartpls 3.0 program.  

 The results of this study indicate that tax digitalization, tax knowledge, 

and tax sanctions have a significant effect on individual Taxpayer Compliance 

using the Model Test produced has a feasibility of the model, namely SRMR 0.077 

less than 0.10. Tax digitalization can simplify and make time more efficient and 

tax knowledge increases understanding and awareness of taxpayer compliance. 

The purpose of tax knowledge is to increase taxpayer knowledge regarding the 

functions and responsibilities of payment and reporting. This also encourages 

taxpayers to understand and be aware. The results of the partial hypothesis test 

explain the significant value produced for tax digitalization on taxpayer 

compliance of 0.002 and t count 3.093. It can be concluded that the significance 

value of tax digitalization is less than 0.05 and t count is more than 1.9,. so tax 
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digitalization has an effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax knowledge on 

taxpayer compliance is 0.020 and t count 2.340. It can be concluded that the 

significance value of tax digitalization is less than 0.05 and t count is more than 

1.98, so tax knowledge has an effect on taxpayer compliance. tax sanctions on 

taxpayer compliance are 0.003 and t count is 2.989. It can be concluded that the 

significance value of tax digitalization is less than 0.05 and t count is more than 

1.98, so tax socialization has an effect on taxpayer compliance. For the 

subsequent research, it is hoped that it can examine other factors that affect 

taxpayer compliance. Because there are other factors that can be found in 

mandatory compliance such as tax administration tax, services to taxpayers, tax 

rates, and tax audits.  

 

Keywords: Tax Digitalization, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer 

Compliance. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang  
 
 Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu upaya masyarakat untuk 

memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, dengan penekanan bahwa kepatuhan 

wajib pajak bukan hanya tentang membayar pajak dalam jumlah besar, tetapi juga 

tentang menyelaraskan pembayaran dengan hak dan kewajiban yang berlaku 

(Mufarrokhah,et all  2024).  Sementara itu, Menurut (D. O. Putri and Nadi 2024) 

menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem 

perpajakan yang mencakup ketaatan individu atau badan untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Dan menurut (Yuda and Musmini 2024) kepatuhan wajib pajak yang 

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi juga manfaat yang di 

berikan kepada masyarakat. Pemetaan kemitraan utama diharapkan dapat 

mendukung pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam membangun 

strategi kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan (Arifin and Putra 2024). 

Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan pilar utama dalam sistem perpajakan 

yang sehat dan berfungsi dengan baik. 

 Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mengenai angka dan nominal tetapi 

juga tentang prinsip moral dan tanggung jawab hukum (Hardiyanti 2024). 

sedangkan Kepatuhan wajib pajak merupakan bukan hanya menjadi tugas 

individu atau entitas bisnis, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam 

masyarakat (Aswat 2024). Ketika wajib pajak mematuhi kewajibannya dengan 
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benar, ini menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan stabilitas keuangan negara. Dalam hal ini, peran pemerintah 

untuk mengotoritas perpajakan, dan lembaga terkait lainnya menjadi sangat 

penting agar kepatuhan wajib pajak bisa meningkat dan terus berkembang 

Tabel 1.1  

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 -2023 

Tahun 
Pajak 

Jumlah Wajib 
Pajak Yang 

Melaporkan SPT 

Jumlah Wajib 
Pajak Yang Tidak 
Melaporkan SPT 

Jumlah 
Wajib 
Pajak 

Rasio 
Kepatuhan 

Wajib Pajak 
2020 59.862 174.064 233.926 25,6% 
2021 55.133 191.516 246.649 22,4% 
2022 54.173 205.336 259.509 20,9% 
2023 59.849 211.565 271.414 22,05% 

Sumber : KPP Ilir Timur (2024), diolah peneliti 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak 

dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami tren naik dan turun dari tahun 2020 . 

Pada tahun 2022 rasio wajib pajak menunjukkan angka 20,9% yang mengalami 

peningkatan di tahun 2023 yaitu dengan angka 22,05% yang mana 

menginterpretasikan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan serta 

melaporkan pajaknya meningkat. Berdasarkan Data KPP Ilir Timur , jumlah wajib 

pajak pada tahun 2022 sebanyak 259.509 wajib pajak orang pribadi. Jika tingkat 

kepatuhan 22,05%, maka jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT pada 

tahun 2023 mencapai 59.849 orang. Namun masih ada sekitar 211.565 wajib 

pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya. 

 Expected Utility Theory yang diperkenalkan pada tahun 1947 merupakan 

teori yang menyatakan bahwa tingkat kesenangan atau kepuasan relatif yang 

dicapai menjadi dasar dari teori utilitas, yang juga dikenal sebagai teori manfaat 
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yang diharapkan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu akan bertindak jika 

mengikuti pedoman tertentu sambil membuat penilaian yang logis (Tarigan n.d.). 

Expected Utility Theory (Teori Utilitas yang Diharapkan) merupakan teori yang 

diharapkan merupakan konsep dalam ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana individu membuat keputusan di bawah ketidakpastian (Hartono et al. 

2020). Model Deterrence (Model Pencegahan) merupakan kepatuhan pajak yang 

berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan dengan meningkatkan 

risiko dan biaya ketidakpatuhan (Puspitaningrum 2018). Prinsip dasar model 

deterrence yaitu individu akan lebih cenderung mematuhi peraturan jika 

dipersepsikan bahwa biaya dari ketidakpatuhan (seperti denda dan hukuman) 

lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh (Herman et al. 2019). 

 Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara  signifikan terhadap 

Teknologi Digital, dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pengetahuan Perpajakan (Nurafiza and Kisnawati 2024). sedangkan 

menurut  (NUGRAHA 2024) digitalisasi tidak berpengaruh terhadap sanksi pajak 

atau kepatuhan Wajib Pajak, tetapi Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh 

terhadap sanksi pajak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan Sanksi 

perpajakan  memberikan pengaruh pada kepatuhan dari Wajib Pajak. Meskipun 

kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 meningkat, namun pendapatan yang 

dihasilkan masih kurang dari target pemerintah.  

 Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan saja tidak cukup perlu 

ada peningkatan yang sesuai dalam basis pajak dan pengumpulan penerimaan 

pajak. Salah satu isu utama yaitu perluasan basis pajak. Banyak calon wajib pajak 



4 
 

 

yang mungkin masih berada di luar jaringan pajak, terutama di sektor informal. 

Strategi untuk memasukkan individu dan dunia usaha ke dalam sistem perpajakan 

formal sangatlah penting. 

 Digitalisasi perpajakan merupakan pendekatan inovatif dalam administrasi 

perpajakan yang menyediakan aplikasi berbasis online atau platform berbasis 

internet bagi wajib pajak, sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran 

pajak (Mufarrokhah 2024). Sedangkan menurut (Kawerang 2024) Digitalisasi 

perpajakan merupakan penerapan sistem perpajakan melalui teknologi digital 

online seperti e-filling dan e-billing yang dibuat oleh pemerintah dan kantor 

perpajak yang bertujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap 

regulasi perpajakan. Dan Menurut (Hardiyanti 2024) digitalisasi perpajakan 

merupakan inovasi dalam administrasi perpajakan yang menggunakan teknologi 

digital online untuk menyediakan aplikasi atau platform bagi wajib pajak  dan 

diharapkan bahwa wajib pajak akan lebih mudah dan efisien dalam memenuhi 

kewajibannya dalam hal perpajakan. Dengan demikian digitalisasi perpajakan 

akan mencerminkan tren global di mana pemerintah menggunakan teknologi 

perpajakan dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam administrasi 

perpajakan. 

 Digitalisasi perpajakan telah menunjukkan dampak signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Implementasi teknologi digital dalam administrasi 

perpajakan telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan serta 

pembayaran pajak. Berdasarkan data terbaru, penggunaan sistem e-filing dan e-

billing oleh wajib pajak meningkat pesat. Menurut data KPP Ilir Timur pada tahun 
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2023 Sebanyak 59.849 wajib pajak yang melaporkan SPT nya, ini meningkat dari 

tahun sebelumnya di tahun 2022 sekitar 54.173 wajib pajak melaporkan SPT 

tahunan secara online. 

 Teori utilitas menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan 

perpajakan jika mereka merasa bahwa manfaat dari kepatuhan lebih besar 

dibandingkan dengan biaya atau risiko ketidakpatuhan. Dengan kata lain, jika 

pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efisien, serta risiko 

dan konsekuensi dari ketidakpatuhan meningkat, wajib pajak akan lebih 

cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sedangkan Model 

pencegahan mengedepankan pentingnya tindakan dan mekanisme yang dapat 

mengurangi ketidakpatuhan pajak. Ini bisa berupa peningkatan pengawasan, 

sanksi yang lebih berat, atau insentif untuk mematuhi. Dalam hal digitalisasi 

perpajakan, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan 

penegakan hukum, serta menyediakan insentif berupa kemudahan akses dan 

penggunaan layanan perpajakan. 

 Dalam penelitiannya digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Jatmika and Puspita 2024). Sedangkan menurut (Rhido 

n.d.) menggatakan bahwa perubahan sistem e-faktur, persepsi kemudahan, dan tax 

knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Dan menurut (Ristiyana et al. 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak 

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini bahwa digitalisasi perpajakan 

masih belum banyak dipahami oleh wajib pajak dalam melaporkan pajak. 

digitalisasi seharusnya memberikan kemudahan dalam melaporkan pajak wajib 
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pajak Akses Internet dan Teknologi di beberapa daerah, akses internet dan 

teknologi masih terbatas, yang dapat menghambat kemampuan wajib pajak untuk 

melaporkan dan membayar pajak secara online. Kekhawatiran tentang keamanan 

data pribadi dan keuangan juga dapat menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk 

menggunakan sistem digital. 

 Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang kebijakan-

kebijakan perpajakan yang diterapkan di suatu negara untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, mereka harus memahami ketentuan dan peraturan 

perpajakan sehingga dapat menerapkan pengetahuan tentang perpajak dengan 

benar dan tepat waktu (Amalia et al. 2024). Sementara itu menurut (Nasucha 

2004) Dalam bukunya, penulis menyoroti bahwa salah satu tantangan utama yang 

dihadapi Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah 

kompleksitas peraturan perpajakan. Kerumitan aturan ini menjadi hambatan 

signifikan bagi WP untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka, Kepatuhan 

Wajib Pajak (WP) juga terhambat oleh kompleksitas peraturan perpajakan.  

 Kerumitan ini mengharuskan WP untuk mempelajari dan memahami 

aturan-aturan tersebut secara mendalam. Akibatnya, WP perlu memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang sistem perpajakan agar dapat memenuhi 

kewajiban mereka dengan baik. (Nugraha et al. 2024) pengetahuan perpajakan 

merupakan Menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang dapat dilakukan dengan 

memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap 

warga negara dengan adanya pengetahuan tentang pajak maka mudah bagi wajib 

pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga pengetahuan 
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perpajakan tidak hanya membantu dalam memahami dan menerapkan peraturan 

dengan benar, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 

secara keseluruhan.  

 Dan Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

wajib pajak dalam memahami dan mengetahui regulasi perpajakan, pemahaman 

mengenai tarif pajak yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, serta 

kesadaran akan manfaat pajak bagi kesejahteraan wajib pajak (Ageng and Utomo 

2011). Menurut (N. Rahayu 2017) Tingkat pemahaman yang baik terhadap 

peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 Jadi Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai 

cenderung bisa memotivasi diri untuk melaksanakan kewajibannya secara 

sukarela dan tepat waktu. Sebab tidak hanya didorong oleh keinginan untuk 

menghindari sanksi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan, tetapi juga oleh kesadaran akan peran mereka dalam berkontribusi 

terhadap negara. 

 Sehingga, pengetahuan perpajakan tidak hanya dapat membantu dalam 

memahami dan menerapkan peraturan dengan benar, tetapi juga meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan (Graha et al. 2024). 

Peningkatan pengetahuan perpajakan yang di pengaruhi oleh kepatuhan wajib 

pajak. pada tahun 2022 pajak dari 20,9%%, meningkat pada tahun 2023 menjadi 

22,05% Data KPP Ilir Timur  
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Tabel 1.2  
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 

Tahun Pajak Target penerimaan 
Pajak PPh 

Realisasi Pajak 
Penghasilan 

2020 Rp. 441.164.260.000 Rp.  484.815.145.193 
2021        736.493.250.000         827.691.139.069 
2022        848.143.193.000      1.095.654.496.710 
2023     1.197.070.220.000      1.168.435.464.858 

 Sumber : KPP Ilir Timur (2024), Dikelolah peneliti. 

 Serta menurut data KPP Ilir timur peningkatan jumlah nominal 

penerimaan pajak pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan pada tahun 2023. 

Dengan demikian meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak 

melalui edukasi yang efektif, diharapkan kepatuhan pembayaran pajak dapat 

meningkat. 

 Teori pengetahuan mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan berkaitan 

dengan pemahaman individu atau entitas tentang aturan, regulasi, dan prosedur 

perpajakan, serta bagaimana pengetahuan tersebut mempengaruhi tingkat 

kepatuhan mereka. Menurut teori ini, semakin banyak pengetahuan seseorang 

tentang sistem perpajakan baik itu aturan, sanksi, atau undang -undang perpajakan 

semakin besar juga kemungkinan mereka untuk patuh. Pengetahuan perpajakan 

dapat mencakup informasi tentang tenggat waktu pelaporan, jenis pajak yang 

berlaku, hingga implikasi hukum dari ketidakpatuhan. Kurangnya pengetahuan 

dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung dan melaporan pajak atau 

bahkan ketidakpatuhan yang disengaja karena ketidaktahuan 
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 Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 

(Kawerang 2024). Sedangkan menurut (Nisa and Prasetiyani 2024) 

mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi.dan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa 

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh di kemukakan oleh (Jatmiko 2024). 

Didukung oleh penelitian menurut (Bantalia 2024) Pengetahuan pajak tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Untuk mencapai 

tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, penting untuk tidak hanya 

mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga untuk memperkuat upaya edukasi 

perpajakan. Dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan 

prosedur perpajakan, serta menyadarkan mereka akan pentingnya kontribusi 

mereka terhadap pembangunan negara, kita dapat menciptakan budaya kepatuhan 

yang lebih kuat dan berkelanjutan. 

 Sanksi perpajakan merupakan sistem perpajakan yang mendorong 

kepatuhan wajib pajak serta menjaga integritas perpajakan dengan demikian 

diharapkan wajib pajak dapat patuh dengan terus melaksanakan kewajibannya 

terkait perpajakan (D. O. Putri and Nadi 2024). Sedangkan menurut (Jotopurnomo 

and Mangoting 2013) Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberikan 

kepada wajib pajak individual yang melanggar peraturan perpajakan, yang berupa 

pembayaran uang yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang tidak mematuhi 

peraturan perpajakan. Dengan demikian sanksi perpajakan memiliki peran yang 

penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak serta menjaga integritas 

perpajakan agar wajib pajak bisa lebih patuh terhadap kewajiban pajak  
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 Dari persentase pada tahun 2022 wajib pajak yang melaporkan pajak 

tahunan atau SPT hanya sebesar 20,9% atau sekitar 54.173 orang yang 

melaporkan pajak, artinya pada tahun 2022 sekitar 205.336 orang tidak 

melaporkan SPT tahunan. Sedangkan pada tahun 2023 wajib pajak yang 

melaporkan SPT tahunan sekitar 59.849 orang  atau sekitar 22,05% dari 271.414 

orang yang belum melaporkan SPT, artinya pada tahun 2023 sekitar 211.565 

orang belum melaporkan SPT ini dapat mengakibatkan WP tersebut akan 

mendapatkan sanksi perpajakan sesuai dengan pasal 7 UU perpajakan  

 Teori utilitas menyatakan bahwa individu akan mengambil tindakan yang 

mereka yakini akan memaksimalkan keuntungan atau kepuasan mereka. Dalam 

konteks perpajakan, wajib pajak akan memutuskan untuk melaporkan SPT jika 

mereka merasa manfaat atau keuntungan dari kepatuhan (misalnya, terhindar dari 

sanksi atau mendapatkan layanan publik yang lebih baik) lebih besar daripada 

biaya atau risiko ketidakpatuhan. Model pencegahan berfokus pada penerapan 

tindakan dan kebijakan yang dapat mengurangi perilaku ketidakpatuhan, seperti 

pengawasan ketat dan sanksi yang efektif. Menurut Pasal 7 UU Perpajakan, wajib 

pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu akan dikenakan sanksi. 

 Sanksi pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan dari Wajib Pajak 

(NUGRAHA 2024). Dan menurut (Karina et al. 2024) menyatakan dalam 

penelitiannya sanksi pajak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerapan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan menurut (Dewi 

2024) mengatakan dalam penelitiannya sanksi perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan menurut (Putra 2024) yang 
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menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang melanggar sanksi 

perpajakan dengan telat melaporkan pajak sampai tidak melaporkan pajak mereka 

maka dari hal tersebut menurut pasal 7 UU KUP, sanksi yang di berikan kepada 

yang tidak atau terlambat melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) apabila 

tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000.- untuk SPT tahunan PPh 

orang pribadi dan Rp.100.000.- untuk SPT masa lainnya dan bisa dikenakan 

sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 ayat 1 UU KUP sanksinya adalah pidana 

penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, akan didenda 

paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan 

paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah tersebut adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah “Pengaruh 

Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 

Palembang”.  

1.2   Perumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang yang telah di sajikan diatas, dapat dilihat bahwa 

permasalahan yang ada pada KPP Ilir Timur I terdapat peningkatan kepatuhan 

wajib pajak, sehingga menyebabkan pada tahun 2020 – 2023 terdapat peningkatan 

kepatuhan wajib pajak yang secara langsung menyebabkan perusahaan tersebut 

mengalami peningkatan ,peningkatan kepatuhan tersebut dapat menyebabkan laba 
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yang besar bagi perusahaan, Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka 

dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Berapa besar Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi 

Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Di 

KPP Ilir Timur 1 Palembang ? 

2. Berapa Besar Digitalisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang ? 

3. Berapa Besar Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang ? 

4. Berapa besar Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang? 

1.3   Tujuan Penelitian  

 Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Digitalisasi Perpajakan, 

Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak orang pribadi Di Kpp Ilir Timur 1 Palembang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pengetahuan Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 

Palembang. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang. 
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1.4   Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, khususnya pihak-pihak berikut: 

1) Manfaat Akademik 

a. Bagi Almamater 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis mengenai 

 pengaruh digitalisasi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak 

 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. 

b.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para peneliti 

 lain dan khususnya almamater Universitas Tridinanti terhadap bidang 

 yang sama di masa yang akan datang 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi KPP Ilir Timur 1 Palembang 

 Bagi KPP Ilir Timur 1 Palembang yang diteliti, diharapkan hasil 

 skripsi  ini dapat memberikan masukan agar dapat menjadi 

 pertimbangan bagi  KPP Ilir Timur 1 Palembang dalam 

 membuat perencanaan mengenai digitalisasi lanjutan pentingnya 

 pengetahuan dan kesadaran membayar  pajak bagi setiap wajib. 

b. Bagi Penulis  

  Untuk menerapkan ilmu yang pernah didapatkan dimasa perkuliahan 

 sehingga sangat diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis 

 dalam bidang perpajakan  
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